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KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAE}UPATEN BUNGO

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAEIUPATEN buNco
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN

KEGIATAN TEKNIS PEI.IYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

Menimbang a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan

tralsparansi penyelenggaraan kegiatan, diperlukan tolak

ukur sebagai pedoman dan evaluasi penyelenggaraan

kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bungo Tahun 2.026;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang

Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan

Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum Di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.

Mengingat

b

1.

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (lcmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Aparatur Sipil Negara (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O23 Nomor 141, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 6897);
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3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6477); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan 

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

649); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemillihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 172). 
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KDTIGA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILI}IAN UMUM

KABUPATEN BUNGO TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOI,AAN KEGIATAN

TEKNIS PEI.IYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABI,'PATEN

BUNGO

Standar Operasional Prosedur terkait Pelaksanaan Kegiatan

Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukur! dt Lin$r:ungiut

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun

2025 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan

Pengelolaan Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan

Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bungo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo

pada tanggal 2 Jarrreri 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUNGO,

MUHAMMAD PANCA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan & Hukum,
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